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. UMUM

Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu diselenggarakan lebih
berkualitas dengan partisipas rakyat yang seluas-luasnya dan dilaksanakan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam
penyelenggaraan pemilihan umum diadakan Kampanye Pemilu yang
dilakukan oleh peserta pemilihan umum, dan rakyat mempunyai kebebasan
untuk mengikuti dan menghadiri kampanye. Dalam Undang-Undang
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden memuat pelaksanaan kampanye termasuk
ketentuan kampanye bagi Pgjabat Negara.

Pejabat Negara yang dimaksud dalam kedua undang-undang tersebut, yaitu
Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Pada saat melakukan
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kampanye, Pgabat Negara harus memenuhi ketentuan penggunaan fasilitas
negara yang melekat dan terkait dengan jabatannya. Disamping itu, cuti
bagi Pgabat Negara untuk melaksanakan kampanye perlu memperhatikan
keseimbangan hak politik untuk berkampanye serta kewajiban untuk tetap
memelihara terselenggaranya miss  dan kelancaran  tugas-tugas
pemerintahan.

Untuk pelaksanaan kampanye secara transparan serta untuk memenuhi
tuntutan publik, maka ketentuan mengena tata cara bagi Pegabat Negara
dalam melaksanakan kampanye dan penggunaan fasilitas negara dalam
kampanye Pemilihan Umum perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye adalah Tim
Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye yang terdaftar di KPU.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Pejabat Negara yang melaksanakan kampanye diatur secara bergantian
agar tercipta keseimbangan hak politik untuk berkampanye dengan
kewajiban memelihara kelancaran tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Ketentuan jangka waktu pengguan cuti dalam ayat ini
dimaksudkan untuk mengatur jadwal cuti serta pendelegasian
pelaksanaan tugas dari Pgabat Negara yang berkampanye kepada
pgabat yang ditunjuk.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Yang dimaksud dengan "tugas pemerintahan yang mendesak” adalah
keadaan yang membutuhkan penanganan secara cepat demi
keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan  serta
kepentingan bangsa dan negara antara lain bencana alam, wabah
penyakit endemik, serangan terorisme, kerusuhan masal.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pel aksanaan tugas pemerintahan sehari-hari oleh Sekretaris Daerah
hanya sebatas tugas-tugas yang bersifat administratif.
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